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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan
penyempurnaan peraturan pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengawasan Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD
kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden

dan Wakil Presiden.
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Peserta Pemilihan adalah Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,
Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang
diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik,
atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Bawaslu  Kabupaten/Kota adalah badan  untuk
mengawasi  Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau nama lain yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia
yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk
mengawasi  Penyelenggaraan  Pemilu di wilayah
kecamatan atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau nama lain
yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa
adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan
Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.

Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya
disebut Panwaslu LN adalah pengawas yang dibentuk
oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu
di luar negeri.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu
Kelurahan/Desa.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu

LN.
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13. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilu.

14. KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di
provinsi.

15. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu di kabupaten/kota.

16. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat
PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat
Kecamatan atau nama lain.

17. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat
Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

18. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang
selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang
bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara

Pemilu.

Pasal 2
Pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta Panwaslu

LN.

BAB II
PELAKSANA DAN LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3
(1) Bawaslu melakukan pengawasan terhadap:
a. persiapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi:
1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan

Pemilu;
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perencanaan pengadaan logistik Pemilu dan
pendistribusiannya;

pelaksanaan persiapan lainnya dalam
Penyelenggaraan Pemilu sesuai  dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang

meliputi:

1.

10.

11.

pemutakhiran data pemilih dan penetapan
daftar pemilih sementara serta daftar pemilih
tetap;

penataan dan penetapan daerah pemilihan
DPRD kabupaten/kota;

pendaftaran verifikasi dan penetapan partai
politik calon peserta Pemilu;

penetapan peserta Pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD;

pencalonan sampai dengan penetapan
Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon
anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan
dan tata cara verifikasi pencalonan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden serta
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
penetapan pasangan calon pada Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,;

pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
pengadaan logistik Pemilu dan
pendistribusiannya;

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara di TPS;

pergerakan  surat suara, Dberita acara
penghitungan suara, dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke

PPK;
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